


1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah  Tingkat II dalam Wilayah

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
.Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Nggarg Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
5 Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 10
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2011 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur
No,_mdf 406), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 10 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sumba Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa
¢ Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun
e 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
| Sumba Timur Nomor 5461













PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR 2, TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA
TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

L | UMUM

Dengan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan uji materi
penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, yang dalam putusan dimaksud menegaskan
bahwa tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebesar 2 % (dua
persen) bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia
Tahun 1945,‘ sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Sumba ;Timur Nomor 10
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 10 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor
10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, dimana salah satu obyek
E retribusinya adalah pungutan retribusi pengendaliax; menara telekomunikasi,

perlu dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

. II. PASAL DEMI PASAL -
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Cukup jelas.
Pasal I
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